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WALI NAGARY SUNGATI NYALO MUDIAK ATA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor :140/03/SK/WN-SNMA/ 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA

SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
TAHUN 2020

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

a. bahwa Nagari Siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan untuk mencegah dan mengatassi masalah-masalah kesehatan

(Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri. ‘
b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga memerlukan kader-kader Nagari
siaga,yang membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga di wilayahnya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf
b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara
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Penetapan U Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
rusan p ' , rgiE _
Pesisir Selatan: cmerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kader Nagari Siaga Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI
larusan,Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke
Satu,mempunyai Tugas:
. Menyusun Rencana Nagari Siaga Aktif bersama Forum Nagari Siaga di
Nagari.
2. Melaksanakan,Mengendalikan,Memanfaatkan dan Memelihara Upaya
Pengembangan Nagari Siaga Aktif secara Partisipatif.
3. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gontongroyong dan
Swadaya Masyarakat untuk Pengembangan Nagari Siaga Aktif.
4. Melaksanakan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dan Membantu
Masyarakat memecahkan Masalah-masalah Kesehatan yang di hadapi.
Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Di Tetapkannya Keputusan ini di
Bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
melalui dana Nagari atau Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di Tetapkan.
Ditetapkan di: Sungai Nyalo Mudiak Aia

Pada tanggal : 02 Januari 2020
——Wali Nagari
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Pesisir Selatan: rintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
fenetapkan MEMUTUSKAN
(ESATU
Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
DA Kader Nagari Siaga Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI
Tarusan,Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke
Satu,mempunyai Tugas: o _
1. Menyusun Rencana Nagari Siaga Aktif bersama Forum Nagari Siaga di
Nagari. |
2. Melaksanakan,Mengendalikan,Memanfaatkan dan Memelihara Upaya
Pengembangan Nagari Siaga Aktif secara Partisipatif.
3. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gontongroyong dan
Swadaya Masyarakat untuk Pengembangan Nagari Siaga Aktif.
4. Melaksanakan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat da{l Mcrrtbantu
Masyarakat memecahkan Masalah-masalah Kesehatan yang di hadapl'. o
GA Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Di Tetapkannya KBPUH:IS.&H ini di
- Bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
. melalui dana Nagari atau Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT Keputusan ini ~ulai berlaku pada tanggal di Tetapkan.
Ditetapkan di: Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada tanggal : 02 Januari 2020
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- " IIEEEX:;USAN WALINAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
ATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR

SELATAN
NOMOR - 140/7 /KPTS /WN-SNMA /2020
TANGGAL  : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PENGESAHAN KADER NAGARI SIAGA NAGARI SUNGAI
NYALO MUDIAK AIA
NO NAMA JABATAN
f_ |
1 | YELNITA ELVA YENI KADER NAGARI SIAGA KAMPUNG SUNGAI NYALO
L
2 | ROSMANIAR KADER NAGARI SIAGA KAMPUNG MUDIAK AlA

WALI NAGARI SUNGAI NYALO
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